
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR r00.3.3.1/ 294 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANCAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENCAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

La.mpiran 1 {satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (l),
ayat (2) dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Paniai tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2O25-2029;

b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Paniai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2O25-2O29, perlu dilakukan evaluasi untuk
menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan
umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peratural Daerah
Kabupaten Paniai tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2OOO tentang Pembahan atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 72);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telahdiubah beberapa kali teralhir dengan Undang-
Undalg Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua(l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 Perencanaa
Tentang Sistem Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2A22 @rtang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2O24 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O18 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan [rmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

10.Peraturan... /3



-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

1 1. Peraturar Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2 1 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 3Ol
sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

12. Peraturan Pemerintai Nomor 1O7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana lnduk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 (l,embaran Negara Republik lndonesia
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pe
mbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

.l 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O24
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (kmbaran Daerah Prorrinsi
Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Peny.usunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2O29;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENCAH TENTANG HASIL
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANIAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025.2029.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai
tentang Rencana Pembangunan .-langka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubemur ini.

Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Ralq,at Kabupaten
Paniai segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang
Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 , berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
Bupati Paniai mcnyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Paniai tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2O25-2O29 yang telah dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi
sebagaimana Diktum KESATU kepada Gubernur dan sekaligus
untuk mendapatkal nomor register.

Bupati Paniai segera menetapkan Rancangan Peraturarr
Daerah Kabupaten Paniai tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, setelah
mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada
Diktum KETIGA.

KELrMA.../s
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Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanSSal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/Tm

MEKI NAWIPA

aslinya
KUM,

G, SH., MH
t2too2NIP i9

Salinan Keoutusan ini disampaikan keoada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Bupati Paniai di Enarotali;
6. Ketua DPRK Paniai di Enarotali ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

RIAI
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 294 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANIAI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2A25-2MS bahwa

adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) selama 2O tahun kedepan yattu,2O25-2029,2O3O-2O34, 2035-

2O39, dan 2O4O-2O44. OIeh karena itu, pada tahap pertama RPJPD

Kabupaten Paniai Tahun 2025-2A45, bahwa periodesasi I RPJMD adalah

Tahun 2025-2O29;

2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun

menurut sistematika yang ditefapkan berdasarkan lnstriiksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terrtarrg Pedoman Penlrusunan RPJMD dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3. Penyelarasan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran lnstruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penlrusunan RPJMD dan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2023-2029;

4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan

catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem

lnfomasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

HAL.HAL KHUSUS LAINT{YA

Dalam Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Paniai Tahun 2025-2029,

Sebagaimana akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paniai

memuat Hal-hal Sebagai Berikut :

II

A.KESESUATAN.. . /2
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A, KESESUAI.AN RPJMD KABUPATEN PANI"AI TAHUN 2025-2029
DENGAN RPJPD KABUPATEN PANIAI TAHUN 2025-2045

Elerkaitan dengan hasil Uji kesesuaian antara Peraturan Daerah

Kabupaten Paniai Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paniai

Tahun 2025-2045 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Paniai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDI

Tahun 2025-2445 yaitu berdasarkan pencermatan dalam dokumen

Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Paniai Terdapat

beberapa Hal yang Perlu dicermati :

l Berdasarkan hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Antara

dokumen RPJPD Kabupaten Paniai 2025-2045 dan Dokumen

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Paniai tahun 2O25-2029

terdapat perbedaan Sasaran Sebagai Berikut:

S 1

S2

S3

Sasaran RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJMD 2025-2029
Terwujudnya
Pembangunan Manusia
Paniai seutuhnya yang
semakin sehat, cerdas
dan produktif serta

I perlindungan sosial
alirmatif terutama bagi

loep

S1

eo Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Terwujudnya tata
kelola dan sinergitas
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan daerah
serta pelayanan publik
yang baik

S3

S4 Meningkatnya perlindungan
jaminan sosial bagi kelompok
rentan yang inklusif

Meningkatnya kemampuan
literasi, numerasi dan karakter
anak usia sekolah

Terwujudnya
Pembangunan Ekonomi
yang berbasis pada
potensi lokal dan
sumber penghidupan
yang berkelanj utan

t
Meningkatnya pengarustamaan
gender dan perlindungan ana-k
dalam pembangunan

S4 Terwqiudnya
kehidupan masyarakat
yang harmonis,
stabilitas u'ilayah dan
daya tahan masyaral€t

S5.Terwujudnya.../3
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S5 Terwujudnya
pemenuhan
infrastruktur dasar dan
konektifitas antar
*'ilayah serta kualitas
pengelolaan tata ruang
daerah yang inklusif
dan berkelan utan

Terwujudnya kualitas
m berbuda
Meningkatnya produktivitas

k a

t

t
Meningkatnva kontribusi
UMKM dal koperasi daiam

rekonomian
Terwujudnya iklim investasi

kom tif
Meningkatnya daya saing
industri dan distribusi

Terwujudnya kehidupan
bermasyarakat yang
berlandaskan Palcasila,
Demokrasi dan HAM
Terwujudnya administrasi tata
kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien yang
berorientasi pada
ke ahteraan at

Terwujudnya masyarakat dan
tata kelola pemerintahan
kam un mandiri
Meningkatnya tata kelola arsip
yang tertib, terintegrasi dan
sesuai standar
Ter*'uj udnya layanan
administrasi kependudukan
yang terintegrasi dengan

blik

S6 Meningkatnya kesejahteraan
Petani dan Kedaulatan Pangan

S7 Meningkatnya nilai tambah
pariwisata dan ekonomi kreatif

S8

S9

slo

s11

s12

s13 Meningkatnya ketenteraman
dan ketertiban kehidupan
bermasyarakat

s14

sl6 Meningkatnya ASN yang
Profesional dan Berwibawa

s17 Terlaksananya pelaksanaan
tugas, wewenang dan fungsi
DPRD secara baik

s18

s19

s20

52 l.Meningkatnya... / 4

S5 i Meningkatnya kualitas pemuda j

lY*q berdaya- . saing d* 
I

I pembangunan olahraga 
I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I
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I

I

I

I



-4-

Meningkatnya pelayanan
publik di tingkat distrik yang
profesional, efisien daiam
penggunaan sumber daya,
serta berorientasi pada mutu

anan
Meningkatnya kualitas
perencanaan, penggangaran
dan pengawasan

mban an daerah
Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
inlrastruktur dasar an la ak
Terwujudnya iayanan
transportasi dan
telekomunikasi yang
te an u
Terwuj udnya penataan ruang
yang berkelanj utan berbasis
risiko bencana
Terwujudn-va kualitas
li ngan hidup
Meningkatnya ketahangan
energi listrik yang
berkclan utan

2.Pada Penyelarasan Indikator Utama pembangunan (lUP) antara

RPJPD Kabupaten Faniai Tahun 2025-2045 dan RPJMD

Kabupaten Paniai Tahun 2025-2029, perlu di cek kembali terkait

Indikator Utama Pembangunan pada RPJMD. Adapun Indikator

Utama Pembangunan (lUP) dimaksud Adalah sebagai berikut :

a) Usia Harapan Hidup;
b) Angka Kematian Ibu (per 1OO.00O kelahiran hidup);
c) Angka Prevalensi Stunting (o/o);

d) Angka Kejadian TBC (per 1O.OO0 penduduk);
e) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis {treatment

success ratel lohl;
f) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Penerima Bantuan

Iuran (o/o);

g) Persentase kabupaten mencapai standar kompetensi
minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
- Literasi Membaca
- Numerasi

h) Persentase capaian standar kompetensi minimum pada
asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan
numerasi:
- Literasi Membaca
- Numerasi

i)Rata-rata.../5
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s25

s26
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i) Rata-rata lama Sekolah Penduduk ditas 15 Tahun;
j) Harapan l,ama Sekolah (tahun);
k) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang

berkualifikasi pendidikan tinggi (%);

1) Persentase peke{a lulusan pendidikan menengah dan tinggi
yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%);

m) Cakupan sekolah yang terakreditasi Unggul (A);

n) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi
yang Bekerja di Bidang Keahlial Menengah Tinegl (%);

o) Tingkat Kemiskinan (%);

p) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakedaan provinsi
(o/ol;

q) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%);

r) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%);

s) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%);

t) Jumlah tamu wisatawan m€rncanegara per tahun (orang);
u) Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan

Perikanan (%);

v) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian
pada tingkat Kabupaten (%);

w) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah tingkat
kabupaten (%);

x) Rasio kewirausahaan daerah (o/o);

y) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (o/d;

zl Return on Aset (ROA) BUMD (o/o);

aa) Tingkat Pengangguran Terbuka (o/o);

bb) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan lo/ol;
cc) Tingkat Penguasaan IPTEK (%);

dd) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (o/o);

ee) Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
ff) Koehsien variasi harga antarwilayah tingkat kabupaten;
gg) Pembentukan modal tetap bruto (o/o PDRB);
hh) Ekspor barang dan jasa (% PDRB);
ii) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan

berkelanjutan (%);
jj) Persentase Desa Mandiri (%);

kk) Indeks Reformasi Hukum;
1l) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
mm) Indeks Pelayanan Publik;
nn) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di

Area Tempat Tinggal (o/d;

oo) Indeks Demokrasi;
pp) Rasio Pajak Daerah terhadap Penerimaan Daerah;
qq) Tingkat Inflasi (%);

rr) Total dana pihak ketiga/PDRB (%);

ss) Aset dana pensiun/PDRB (%);

tt)Total.../6
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tt) Total kredit/PDRB (%);

uu)Inklusi keuangan;
w) Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
ww) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);
rcr) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
yy) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga;
zz) Indeks Ketimpangan Gender;

aaa) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah;
bbb) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
ccc) Rumah Tengga dengan akses sanitasi aman (o/o);

ddd) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah (%);

eee) Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan
sampah (%);

fff) Konsumsi listrik per - kapita (kwh);
ggg) Indeks Ketahanaa Pangan;
hhh) Kapasitas Air Baku (m3/detik);
iii) Akses Rumah Tengga terhadap air siap minum perpipaan (o/o);

lfj) Indeks Risiko Bencana (IRB);
kkk) Indeks Kemahalan Konstruksi;

ll l) Indeks Williamson;
mmm) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan dasar dan menengah (%);

nnn)Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
kesehatan sesuai kewenangan kabupaten (%);

ooo) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (7o);

ppp) Cakupan Wilayah yang Terlayani Jaringan telekomunikasi (%);
qqq) Persentase Sarana dan Prasarana yang Ramah Lingkungan;
rrr) Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal.

B, KESELARASAN RPJMD KABUPATEN PANI,AI TAHUN 2025.2029

DENGAN RPJMD PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2029 DAN

RPJMN TAHUN 2025.2029

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Paniai

Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dicermati Kembali sebagai

berikut:

1. Hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten antara RPJMD

Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Akhir
RPJMD Kabupaten Paniai Tahun 2025-2029, telah termuat di dalam

RPJMD kabupaten Paniai, meliputi:

a, l,aju Pertumbuhan Ekonomi (%)

b. Tingkat Kemiskinan (%)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

d.Pendapatan.. . / 7
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C. EVALUASI ADMINISTRASI RANCANGAN AKHIR RPJMD

Adapun evaluasi administrasi meliputi kelengkapan proses evaluasi

sebagaimana dipersyaratkan da-lam Inmendgri 2 Tahun 2O25, sebagai

berikut :

No Uraian Ke

2

Sclaras

d. Pendapatan Per Kapita (juta Rupiah)

e. Indeks Pembangunan Manusia

f. Gini Rasio

2. Berdasarkan Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan antara

RPJMD Frovinsi Papua Tengah Tahun 2425-2029 dengan RPJMD

Kabupaten Paniai Tahun 2025-2O29 secara keseluruhan pada

Strategi dan Arah Kebijak Kabupaten Paniai sudah sesuai;

3. Pada arah kebijakan RPJMD Papua Tengah dan RPJMN telah sesuai

dalam Arah Kabijakan Pembangunan Kabupaten Paniai.

Perlu dikoreksi dan
diperbaiki

Selaras

Keselarasan arah Pembangunan Kewilayaan
RPJMN dan RPJMD Kabupaten PANIAI Tahun
2025-2029.

A Kelengkapan Administrasi
I Surat Permohonan Konsultasi Ada

.,

4
J

Hasil Evaluasi Dokumen RPJMD/ RPD Tahun
Sebelumnya
Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun
2025-2029
Dokumen KLHS RPJMD Tahun2025-2029
Berita Acara Forr.m Konsultasi Publik

Ada (Dalam Proses)

Ada
Ada

6 Nota Kesepakatan DPRD Ada

8
D

Sistematika Penyusunan menurut Inmendagri
Nomor 2 Tahun 2O25

Tanggal terima dokumen
Substansi

Sesuai (Perlu
Perbaikan)

23 Juli 2O2.5

1

2

.)

Kcselarasan Visi dan Misi serta Arah
Pembangunan
Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Arah
Kebijakan RPJMD Kabupaten PANIAI Tahun
2025-2029 terhadap RPJPD Kabupaten
PANTAI Tabtun 2A25-2O45
Keselarasan Indikator Pembangunan RRIMD
Tahun 2025-2029 dengan Indikator
Pembangunan pada RPJPD Kabupaten PANIAI
Tahun 2O25-2O45

4 Selaras

c.srPD,Rr.../8
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I
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C SIPD-RI
Persiapan

I Penjadwalaa Perencanaan RPJMD Sudah
2 SK Tim Penlrrsun RPJMD Sudah Ada (1 SK : 2

Dokumen KLHS dan
RPJMD)

Agenda Kerja Tim Penyrrsunan RPJMD
Kabupaten PANIAI

Sudah

4 Dokumen Hasil Evaluasi RPJMD Periode
Tahun Sebelumnya

Sudah

c Dokumen Teknokratik RPJMD Sudah
Rancangan Awal

6 Dokumen Ranwal RPJMD 2025-2029 Sudah
7 BA Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik Sudah
8 Surat Pengajuan Ranwal RPJMD kepada

DPRD
Sudah

9 Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD dengan
RPRD

Sudah

10. Surat Permohonan Konsultasi Ranwa-l Sudah
Sudah11. Surat Hasil Konsultasi Ranwal

t2. Surat Tindak Lanjut Konsultasi Ranwal
RPJMD

Sudah

Rancangan
13. Dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029 Sudah
t4. BA Kesepalatan Forum/ Lintas OPD Sudah

Musrenbang RPJMD
15. Surat Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Sudah
16. BA Kesepakatan Musrenbang RPJMD Sudah

Rancangan Akhir
17. Surat Permohonan Evaluasi Ranperda Sudah
18. Penyampaian Ranperda RPJMD ke DPRD Sudah
19. Naskah Persetujuam Bersama Ranperda

RPJMD dengan DPRD
Sudah

20. Ranperda RPJMD Sudah
2t. L,aporan KLHS Sudah
22. Surat Permohonan Reviu APIP Sudah
23. Hasil Reviu APIP Terhadap Ranhir RPJMD Sudah
24. Uplod Dokumen Per-BAB Sudah

25. Hasil Evaluasi Ranperda RPJMD Sudah Ada (Belum
Diupload)

D.SUBSTANST.../9
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D. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RAPERDA RPJMD

I,BAB I PENDAHULUAN

a. Pada Subbab 1.2 Dasar hukum agar menambahkan beberapa dasar

hukum, diantaranya :

1) Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor SOO.1-2850

Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verihkasi, Validasi Dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifrkasi,

Kodehkasi dan Nomenklatur;

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O25

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RRIM

Nasional) T a}:lun 2025 - 2029 ;

3) lntruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2O2O tentang

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat;

4) UU No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Ta}rtn 2022-2O45.

b. Subbab 1.3 Hubungan Antar Dokumen proses p€nlrusunannya

menyesuaikal dengan RTRW Papua Tengah dan Kabupaten Paniai

serta Narasinya ditambahkan RIPPP/RAPPP Tahun 2022-2041 12025-

2O2s RAPPP);

c. Subbab 1.5 Tahap Penyusunan RPJMD di gabungkan dengan Subbab

1.3 Hubungan Antar Dokumen, mengikuti Sistematika yang terdapat

di dalam Imendagri 2 Tahun 2O25 dan juga dapat di selaraskan dengan

Subbab 1.5 Sistematika Penulisan;

d. Subbab 1 .6 Sistematika Penulisan di ubah ke Subbab 1.5;

e. Hubungan antara RPJMD perlu diselaraskan dengan Isu Global (SDGs-

MDGs), RPJMN, RIPPP, RPJMN+Asta Cita, RPJPD Provinsi Papua

Tengah Tahun 2022-2045, RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25-

2030, RAPPP Tahun 2025-2029, RPD Kabupaten Paniai Tahun 2023-

2026 sebagai batasan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024 (sebagai

BASE LINE).

2.BAB rr.../ 1O
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2.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

a. Pada Tabel yang ada di Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah secara

keseluruhan terkhusus setiap tabel yang termuat tahun terakhirnya

2023 agar dapat ditambahkan kolom Tahun 2024;

b. Setiap Data dan Informasi yang disajikan dalam bentuk Tabel, Grafik

dan Gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya;

c. Pada Subbab Gambaran Keuangan Daerah agar penyajian tabel

disesuaikan dengan tabel pada lampiran lnmendagri Nomor 2 Tahun

2O25 yaitu :

1) Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2O2O-2O24;

2) Tabel 3.2 Neraca Daerah Tahun 2O2O-2O24;

3) Tabel 3.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2o3o;

4) Tabel 3.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah.

d. Pada Subbab 2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-

2029, belum termuat subtansi dibawah ini :

Ll 2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja;

21 2.2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah.

e. Permasalahan yarig diangkat dalam RPJMD Tahun 2025-2029

Kabupaten Paniai berdasarkan Inmendagri 2 Tahun 2O25, perlu :

1) Mengindentihkasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan

Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan

aspirasi yang dilakukan Pemerintah Daerah;

2) Dilakukan penyesuaran penyajian berdasarkan masing-masing

Urusan Pemerintah Daerah dengan fokus pada permasalahan yang

dominan yang akan diangkat di Kabupaten Paniai selama 5 Tahun

mendatang;

3) Agar dapat disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang

berlebihan dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-

data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya;

4) Mengindentifikasi isu strategi sesuai lingkungan dinamis (isu

global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah

baik secara langsung ataupun tidak langsung.

f. Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi

daerah, seperti :

1) Standar Pelayanan Minimal;

2)Ke$asama.../ 11



- 11-

2) Ke{asama daerah;

3) Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD

Provinsi di Kabupaten;

4) BUMD yang mendukung kinerja pel,ayanan Pemda.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Terkait dengan Bab III sesuai dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025,

perlu menjadi catatan penting adalah :

l) Rumusan Visi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga makna dari

visi yang tercantum pada saat pendaftaran di KPUD;

2) Misi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga janji politik untuk

mewujudkan Visi;

3) Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, untuk mendukung Asta Cita pada :

. Pembangunan Ekonomi Inklusif berkelanjutan;

. Peningkatan Infrastruktur berkelanjutan;

o Peningkatan Produktifitas Daerah;

o Penguatan Daya Saing SDM berkelanjutan;

o Penguatan Lingkungan Sosial yang sehat dan budaya maju;

r Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan

o Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

b. Penyajian Tujuan dan Sasaran RPJMD agar disesuaikan dengan

Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan

RPJMD;

c. Penyajian perumusan arah kebijakan RPJMD dan Program Prioritas

agar sesuai dengan amanat lnmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

4.BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH

DAERAH

a. Rencana program perangkat daerah sudah disajikan dari Tahun 2025-

2O30, dan yang paling penting adalah perlu penegasan secara eksplisit

bah* a program Tahun 2O3O merupakan bagian dari upaya menjaga

kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan

penyusunan RKPD Tahun 2O30 yang akan menjadi tanggung jawab

kepala daerah periode Tahun 2O3O-2O34.

Begitu.../ 12
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Begitu juga dengan lndikator Kineda Utama dan Ladikator Kinerja

Daerah Provinsi Papua Tengah agar disajikan dari Tahun 2O25-2O3O;

b. Agar lndikator Utama Pembangunan (lUP) yang disajikan capaiannya

pada Bab II menjadi lndikator Kine{a Daera}r [KD} di Bab lV RPJMD

sebagaimana tertuang di dalam lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

2 Tahun 2025, daul lndikator Utama Pembangunan (lUP) yang lain

dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian indikator kinerja dalam

Renstra Perangkat Daerah atau dokumen rencana lainnya.

5. BAB V PENUTUP

E. Catatan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Paniai Tahun 2025-
2029
l. RPJM Regulasi dan Sinkronisasi

Dokumen wajib sesuai Permendagri 8612017 dan Inmendagri

2 /2025; selaras dengan RPJMN 2025-2029, RPJPN 2O25-2O45, serta

RPJMD PAPUA TENGAH 2025.2029, RPJPD PAPUA TENGAH 2025-

2045.

2. Visi-Misi dan Sasaran SMART

Rumusan visi-rnisi harus Speci;tc, Measurable, Achieuable, Releuant,

Time-bound dengan indikator kinerja utama yang terukur dan

realistis sesuai kapasitas fiskal.

3. Isu Strategis Daerah

Fokus pada keamanan, keterisolasian, layanan dasar {pendidikan,

kesehatan, air bersih, listrik dan lain-lainnya), penurlrnan

kemiskinan ekstrem, stunting, serta pemberdayaan masyarakat

adat.

4. Kebijakan dan Strategi

Arah pembangunan menekankan konektivitas wilayah, ekonomi

lokal berbasis potensi unggulan, penguatan SDM, dan digitalisasi

tata kelola.

5. Program Prioritas

Disusun sesuai nomenklatur Permendagri 9O/2O19, berbasis

outcome, mendukung agenda nasional dan prioritas Papua Tengah

(Papua Tengah Terang, SDM Unggal, Ekorcmi Lokatl.

6. Penganggaran... / l3



- 13-

6. Penganggaran Realistis

Menyesuaikan kapasitas APBD, optimalisasi Dana Otsus/Transfer,

serta altematif pembiayaan (CSR, KPBU, dana desa).

7. Evaluasi RPJMD Sebelumnya

Capaian rendah dijadikan dasar strategi baru dengan pendekatan

e uidence-based policg.

8. Integrasi SDGs & Isu Lintas Sektor

Mendukung pencapaian SDGs, memperhatikan lingkungan,

perubahan iklim, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.

9. Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan SPBE, e-Planning, e-Monev, transparErnsi, akuntabilitas,

dan kapa sitas birokrasi.

10. Monitoring & Evaluasi

Wajib ada baseline, target tahunan, indikator kine{a utama, dan

sistem monev terintegrasi sesuai Inmen dagn 212025.

F. Catatan Evaluasi Hasil Tanggapan Reviu APIP Ranperda RPJMD

Kabupaten Paniai Tahun 2025-2029

Agar menindaklanjuti catatan kesimpulan dari hasil Tanggapan Reviu

APIP Ranperda RPJMD Kabupaten Paniai Tahun 2A25-2029 terkait

beberapa point dibawah ini :

l. Penetapan target pembangunan jangka menengah tidak memenuhi

kaidah SMART;

2. Area kunci yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan

pembangunan daerah tidak teridentifikasi;

3. Penetapan indikator dan target atas program kinerja tidak

menggambarkan keberhasilan Outcome pelaksanaan program;

4. Penetapan indikator dan target atas program kine{a dengan

indikator dan sasaral tujuan pembangu.nan tidak selaras pada

tingkat prioritas daerah;

5. Kurangnya pemahaman SDM perencanaan dalam men5rusun

indikator dan target yang selaras dan berkualitas antara RPJMD

dan RPJMN, pada level tujuan pembangunan, IKU, sasaran

pembangunan;

6. Kurangnya pemahaman SDM penganggaran dalam menyusun

alokasi anggaran Perangkat Daerah;

7.Adanya.../14
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7. Adanya keterbatasan data indikator dan target kinerja pada level

baseline dan capaian;

8. Belum tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang menjadi

salah satu acuan dalam pen5rusunan RPJMD.

G. Rekomendasi

Pembahasan Evaluasi Ranperda Rerrcana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMDI Kabupaten Paniai Tahun 2025-2029

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

l. Perlu rlilaknkan penyempurnaan kaidah penyusunan dokumen

perencanaan yang meliputi Bab I sampai dengan Bab V;

2. Agar mempertimbangkan saran dan masukan yang tertuang dalam

Iampiran.

Demikian hasil Fasilitasi Evaluasi terhadap Dokumen Peraturan

Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Paniai Tahun 2025-2029.
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